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	Penelitian ini membahas kedudukan pekerja sebagai kreditor atas uang pesangon dalam perkara kepailitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijatuhkan, dengan adanya gugatan judicial review untuk menguji pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan telah dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya menjadi keuntungan bagi pekerja, dikarenakan kedudukannya sebagai kreditor dilindungi dan didahulukan untuk dibayarkan dalam hal terjadi kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pekerja sebagai kreditor atas uang pesangon berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 terhadap kedudukan pekerja sebagai kreditor atas uang pesangon oleh kurator swasta dan Balai Harta Peninggalan.
	Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Untuk melengkapi data yang dikumpulkan, penelitian ini juga melakukan wawancara pada narasumber yang dibutuhkan.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa didalam Undang-Undang Kepailitan, kedudukan pekerja sebagai kreditor atas uang pesangon adalah sebagai kreditor konkuren. Yang mana dalam pembayarannya, dibayarkan setelah kreditor separatis, dan kreditor preferen umum. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, kedudukan pekerja atas uang pesangon berada pada urutan ketiga, setelah pembayaran dilakukan pada upah yang terutang dan kreditor separatis. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh kurator swasta, Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dilaksanakan sebagian, yaitu mendahulukan pada pembayaran upah yang terutang dan dijadikan satu tagihan dengan hak-hak lain dari pekerja. Sedangkan Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, akan meminta pendapat pada Dinas Tenaga Kerja mengenai upah dan hak-hak pekerja yang harus dibayarkan, dan pada akhirnya akan dibagi berdasarkan azas pari passu pro rata parte.
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